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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu
Wata'ala atas rahmat dan hidayahNva semata, Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perumahan Rakvat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ngawi Tahun anggaran 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman ini mengacu pada Rencana Pembangunan .Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, serta memuat arahan,
Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja serta Rincian
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakvat dan Kawasan
Permukiman Tahun 202 1-2026.

Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai acuan dalam
Penyusunan Program, Rencana Kerja serta Anggaran Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi mulai tahun 2021
sampai dengan tahun 2026.

Ngawi, 2022
KEPALA DIHAEI DINAS PERUMAHAN RAKYAT
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BUPATI NGAWI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAH

PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123 avat (1)
dan avat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat
Dacrah, maka perlu menctapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungen Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3831);

Undang-Undang Nomer 17V Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44.38);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);



110.

11

12.

13.

14.

15.

8

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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21.

22,

. b

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4664) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemernntah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5165);
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27,
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Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraen
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-
Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 2235);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2036);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Taehun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomaor 178);

Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012
Nomor 19);
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8J;

38. Peraturan Dacrah Kabupaten Ngawi Nomor 9
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGEAT DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permulkiman Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib danj/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat
indikatif.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Dan
hawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Dacrah pada setiap
tehunnya.

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada avat (1), disusun dengan
sigtemnatika sebagai berilout:

a. BAB | : PENDAHULUAN

b.BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

c. BAB Il : PEEMASALAHAN DAN [SU-ISU STRATEGIS PERANGEKAT
DAERAH

d.BABIV : TUJUAN DAN SASARAN

e. BABY : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

f. BABV]I : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

g. BAB VIl : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

h.BAB VIIl : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2ip spromper o4 |

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal &f 5 {rNpC 2031
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

f
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 148
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PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR |48 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGEKAT
DAERAH PADA PERUMAHAN RAKYAT
DINAS DAN EAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NGAWT TAHUN 2021-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah
Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana
pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Salah satu dokumen rencana
pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah
sesual dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencansa Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
perinode 5  (lima) tahun. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
Negernn Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan PP NO.9 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara
substansi mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari
Rancangan Pembangunan Jangka Mcenengah Dacrah dan
menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat,
serta untuk mendukung suksesnya pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah.

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daecrah
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

dalam penyelenggaraan pembangunan.

Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi disusun melalm
proses vang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran wvisi dan misi Dinas. Rencana strategis Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Ngawi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Ngawl dan memuat kebijjakan, program
dan kegiatan pembangunan daerah yang mengacu kepada
Rencana strategis Dinas terkait di Tingkat Provinsi dan
Rencana strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman
Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi vang mampu menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan  strategis daerah
Kabupaten Ngawi. Rencana strategis sangat penting schingga
harus dirancang sendiri oleh masing masing organisasi dengan
memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya vang dimiliki
untuk menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
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1.2 Landasan Hulum

Rencana strategi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi ini merujuk pada

sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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10.

11.

12.

13.

A

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalan dan  evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah;

Undangundang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 56749);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);



14.

15,

16.

17.

18.

19,

20.

"

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor 10),

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerinitah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tipe C;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ¥ Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengash Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daecrah (Berita
Wegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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21.

22,

23,

24,

25.

26.

27,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

Keputusan Menterni Dalam Negen Nomor 050-3T08
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi 1-9
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Praturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomeor 9).

Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 030/0406/404.203 /2021
Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pedoman
Penyusunan  Rencana  Strategis Perangkat  Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

Surat Edaran Bupati Ngawi Nemor 050/2910/404.2032/2021
Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penyusunan
RancanganPeraturan Bupati tentang Rencana strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana strategis Dinas Perumahan

Rakyal dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi disusun
dengan maksud untuk memberi arah dan pedoman dalam
penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan
permukiman sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi Bupat Ngawi.
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Tujuan penyusunan Rencana strategis Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi adalah
untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
menentukan arah kebijakan, menyusun dan melaksanakan
prioritas program atau kegiatan dan sub kegiatan tahunan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibiayai
dari APBD Kabupaten Ngawi maupun pembiayaan dari APBN
serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evahiasi
kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi; Adapun tujuan disusunnya
renstra vang lain adalah tersedianya instrument yang dapat
digunakan oleh pimpinan PD untuk mengarahkan personil dan
mengalokasikan seluruh sumber daya vang ada secara optimal
untuk pencapalan tujuan, untuk dijadikan pengukuran
pencapaian kinerja vang akan digunakan oleh pihak pihak
dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi,
menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang
berorieantasi pada pelayanan umum secara terukur,
memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan
kinerja yang terukur.

Sistematika Penulisan

Substansi utama dalam Rencana strategis harus
memuat visi misi tujuan strategi Kebijakan program dilengkapi
dengan hkegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi masing masing. Rencana strategi 2021-2026
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3, Maksud dan Tujuan
1.4, Bistematika Penulisan

BABTT GAMBARAN UM UM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah



BAB 111

BAB TV

BAB V

BAB V1

BAB VI
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2.3, Kinenja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

3.4, Telaahan Rencana Strategis Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan [su-Isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB 1T
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGEKAT DAERAH

Mendasar hasil pembahasan terakhir dengan Bagian
Organisasi terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah maka berikut draf akhir Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ngawi vyang terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah  Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, juncto Peraturan
Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C.
Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi diuraikan
sebagai berikurt :

Kedudukan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dipimpin oleh Kepala vang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Dacrah
berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan
dibidang Perumahan dan Permukiman serta
tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi
operasional bidang perumahan dan kawasan permukiman:

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang
perumahan, permukiman dan pertanahan ;

c. Penyelenggaraan pembinaan,pembangunan dan pengendalian
terhadap tata Kelola perumahan perkotaan, perumahan
perdesaan dan pengembangan kawasan permukiman:

d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan
kerjasama/kemitraan  bidang  perumahan  perkotaan,
perumahan perdesaan dan pengembang kawasan:



.
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Penvelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan penataan air minum,
penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan
dan lingkungan;

Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan
kerjasama/kemitraan bidang air minum, penychatan
linghkungan permukiman serta tata bangunan dan
hngkungan permukiman ;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya;

Peningkatan implemctasi Reformasi Birokrasi pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kewenangan

. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah;
. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena

relokasi program pemerintah daerah;

. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;

Penerbitan rekomendasi teknis izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman;

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
Pembinaan  Pencegahan  perumahan dan  kawasan
permukiman kumuh pada Daerah;

. Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum vang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta
perencanaan  prasarana, sarana dan  utilitas  umum

prasarana, sarana dan utilitas tingkat kemampuan kecil



Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permuldman seperti dalam lampiran berikut

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIMAS PERUMAHAN RAKYAT DAN HAWASAKN PERMUKIMAM TIPE C LAkE AN | PERATURAN BUPATI MSAW

HOMOR 124 TAHLUN 3021
TAMGGEAL P JamEn @02
EEFALA DIMAS
SEKRETARIAT
|
[ |
SLIB BAGIAN HUH BAGIAN LM
FERENCAMALY Dl
KELIARGEAN
- I
P‘EEMJ.H!.I-HH BIDANG
RAKYAT [FAMASAN
PERMLUKIMAN

HELOMPOK JARATAN
PUNGSIOMAL
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Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman terdiri dari

a. Kepala;

b. Sekretariat membawahi:

- Bub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Sub. Bagian Umum

Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Kawasan Permukiman

Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan

Relompok jabatan fungsional ,

Sekretariat dipimpin oleh secrang sekretaris vang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokras:

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan

c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program

dan anggaran
d. Pengumpulan dan pengelahan data serta pemantauan,

™o fon

evaluasi, dan pelaporan
e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah
tanggan, kerja sama hukum, organisasi, hubungan
masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi
. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan
pelayanan pengadaan barang/ jasa
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Sekertariat membawahi :
1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
¢. menyiaplkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan
dan kearsipan;
e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
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f. mengelola dan inventarisasi barang milik negara yang
ada;

g. menylapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

i. mengoordinasikan  penyiapan  bahan Reformasi
Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum
yvang diberikan oleh Sekretaria,

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas:

a. menyiapkan bahan keordinasi dan penyusunan rencana
program dan anggaran;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
strategis;

c. menyiapkan bahan penyusunan laporan,

d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;

e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

f. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;

g. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

h. melaksanakan urusan verifikas: dan akuntansi; -.7.-

i. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan

J. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Dan terdiri dari 2 Bidang Yaitu :
1. Bidang Perumahan Rakyat mempunvai fungsi:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana dan
pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan,
Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan
Pragarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Program
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah

untuk Pembangunan, dan Program Penatagunaan
Tanah;
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penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan
pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh;
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
pembinaan perumahan;

pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana
lingkungan perumahan dan pemakaman;

pelaksanaan fasilitasi pertanahan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
bidang perumahan rakyat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga
Bidang Kawasan Permukiman

. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
&,

penyiapan bahan perumusan kebijakan, rencana dan
pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan
pembangunan bidang permukiman;

pelaksanaan perbaikan dan peremajaan lingkungan
permukiman;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
pembangunan lingkungan permukiman,

. pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana

lingkungan permukiman dan kawasan strategis;
fasilitasi bantuan teknis dan pembangunan prasarana
dan sarana air minum bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
bidang permukiman; dan

. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
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Masing-masing bidang dipimpin cleh Kepala Bidang yaitu yvang .
Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor B Tahun
2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi dan Peraturan Bupati Ngawl Nomor 24 Tahun 2022
bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permulaman.

terdapat kelompok jabatan fungsional teknis, yaitu 6 Orang Pejabat
Fungsional. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan scbagian tugas Dinas Pekepgaan Umum dan
Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan/atau
keterampilannva.

Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman
Cuna menunjang pencapaian mjuan kegiatan pada Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman diperlukan adanya
sumber daya yang menjadi faktor yang menduloung yaitu :
a. Keadaan Pegawai
Institusi Dinas Perumahan Rakyvat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi memiliki jumlah pegawai
yvang meliputi ;
1) Jumlah Pegawai seluruhnya = 34 orang
a) PNS = 34 orang
b) CPNS = 0 orang
2) Tingkat Pendidikan
a) 3D = () orang
b} S8LTP =2 orang
¢ SBLTA =5orang

d) D3 = 2 orang
el Sarjana Muda = O orang
fi 81 = 19 orang
g 852 = b orang

h} 83 = 0 orang
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Penjelasan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukima Rakyat sangatlah kekurangan Pegawal
sedangkan untuk menunjang keberhasilan visi Misi darn
Dinas tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang bisa
memenuhi kebutuhan Dinas.

b. Keadaan Invetarisasi Barang
Rekapitulasi inventarisasi barang yang dimilila Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimean terdiri dari :

1) Tanah = 1 Bidang
2) Bangunan Gedung = 3 buah
3] Alat - alat angkutan = 1 buah
4] Alat - alat kantor dan RT = 150 buah
5) Alat-alat studio dan komunikasi = 3 buah

Penjelasan : Satu bidang tanah yang merupakan Gedung
dari dinas itu sendiri terdiri dari 3 gedung terdiri dari
Gedung utama, aula dan Gedung depan kantor utama.

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
merupakan Perangkat Daerah baru yvang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyvat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi diarahkan untuk mencapai tujuan
penyelenggaraan urusan pemerintahan

Adapun ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
untuk memenuhi tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah
sebagal bertkut :

a. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan
vang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air
bersih /fair minum, pembangunan sanitasi lingkungan
berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi
dasar bagi masyarakat miskin..

b. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang
meliputi kegiatan koordinasi pembangunnan perumahan
dengan lembaga/badan usaha, penyuluhan dan pengawasan
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Penjelasan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukima  Rakyat sangatlah  kekurangan  Pegawai
sedangkan untuk menunjang keberhasilan visi Misi dari
Dinas tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang bisa
memenuhi kebutuhan Dinas.

b. Keadaan Invetarnisas: Barang
Rekapitulasi inventarisasi barang yang dimiliki Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdini dari :

1) Tanah = 1 Bidang
2) Bangunan Gedung = 3 buah
3) Alat - alat angkutan = 1 buah
4) Alat - alat kantor dan RT = 150 buah

5) Alat-alat studio dan komunikasi = 3 buah
Penjelasan : Satu bidang tanah yang merupakan Gedung
dari dinas itu sendiri terdiri dari 3 gedung terdiri dan
Gedung utama, aula dan Gedung depan kantor utama.

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
merupakan Perangkat Daerah bharmu vang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Dasrah.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi diarahkan untuk mencapai tujuan
penyelenggaraan urusan pemerintahan

Adapun ruang lingkup pelayanan yvang dilaksanakan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
untuk memenuhi tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah
sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan
yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air
bersih /air minum, pembangunan sanitasi lingkungan
berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi
dasar bagi masyarakat miskin..

b. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman vang
meliputi kegiatan koordinasi pembangunnan perumahan
dengan lembaga/badan usaha, penyuluhan dan pengawasan



kualitas lingkungan sehat perumahan, fasilitasi dan stumulasi
pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

. Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman melalui
kKegiatan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan
drainase.

. Pengelolaan areal pemakaman melalui kegiatan pemakaman
Mr.X

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakvat Dan
kawasan Permukiman disajikan dalam Tabel T-C.23 :



Pencapalan Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan kawasan Permukiman disajikan dalam Tabel T-C.23
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Tubel T-C.33
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Dari table Indikator Kinerja Utama diatas scmua program dan
kegiatan dari target yang telah ditentukan menunjukan
kenaikan berdasarkan target realisasasi dan tahun ketahun
yang signifikan pada tahun 2020 Untuk Cakupan layanan
rumah layak huni bagi rumah tangga miskin meningkatnya
jumlah rumah tangga miskin vang terlayani rumah layak huni
yaitu 83,85%, untuk cakupan layanan rumah layak huni yang
terjangkau meningkatnya jumlah rumah tangga miskin yang
berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni
terjangkau yaitu 72,35%, dan Cakupan lingkungan yang sehat
dan aman yang didukung Prasarana Sarana Umum

Meningkatnya jumlah lingkungsn ysng didukung Prasarana

Sarana Umum vyaitu Pemenuhan kebutuhan air bersih dan

sanitasi yang terdiri dar kegiatan pembangunan jaringan

lingkungan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi
lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih

dan sanitasi dasar bagi masvarakat miskin yaitu 60,36%.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

- Mengalami penurunan Pagu dikarenakan adanya rasionalisasi
pagu anggaran untuk penanggulangan wabah nasional
covid-19.

- Masih tingginya angka stunting,

- Meningkatnya angka kekeringan,

- Masih tingginya penduduk yang belum terlayani Sistem
Penvediaan Air Minum

- Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih penduduk,

- Masih tingginya prosentase penduduk vang belum terlayani
air bersih dengan kuantitas yang memadai dan kualitas yang
bailk,

- Belum tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum jaringan
perpipaan dikawasan perdesaan dan perkotaan,

- Belum optimalnya pemanfaatan idle capacity Sistem
Penyediaan Air Minum yang sudah terbangun oleh karena ity



harus ditingkatkan pembangunan peningkatan dan perluasan
Sistem Penyediaan  Air Minum  jaringan  perdesaan dan
perkotasan.

Selain hambatan - hambatan yang diakibatkan masalah teknis

dalam pencapaian kinerja program, pada Tahun Anggaran 2020

ini mengalami hambatan yang diakibatkan faktor non teknis

vaitu adanya pandemi Covid-19 v,ang dampaknya sangat besar
dalam mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman. Dampak vang dialami oleh Dinas

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman akibat pandemi

Covid-1% dapat dijabarkan scbagai berikut :

1. Adanya Rasionalisasi Anggaran yang semula diperuntukkan
pembangunan Kegiatan dipangkas untuk mendanai
penanganan Covid-19.

2. Akibat Pandemi Covid-19, semua kegiatan dilakukan dengan
cara teleconference sehingpa membatasi pengambilan

keputusan terutama untuk hal - hal yang diperlukan tatap
muka.

2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Prangkat
Daerah
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selama lima

tahun masa Rencana Strategis disajikan dalam table T-C.24
schagai beribout :



e

Argyures pasis Takms 53 wmrle EE R RS - TS s
s ol e — el Tk = s =
T LS - ey T F_ot ] - L ‘manm L] e i Lot B TR =

T - o . - - yana am | m st iy e e am [

PR - L sk s e i o b B B e i - ar i B DR LR

mm it e s s T [CFEN T ki, [TT R NE T b =1 = nme ] FLEE S T ] L]

LT m [(E P i £ B (e L] LRl el e Ll e L e L] 1L ires

b F P - & u FEETE A o " a i 1.4 - nm 13 ] AT L]

] O L, LR LT o TP LR LR Y ne o L] L) i L e A AT

REEET F ] L] L] L] LR - L] L] ns o L Lm =4 I L

LRI B L et ey [] vrd " " e L (2] B Y ] L LS

=

" W = - a P i L 2R L ieie L] L EL] e s i,

W ™ L L e - - & R L R [ L] " e = L e - (R

e, - & 1 B A e b anr nm m L ELL LU T LR

i | i ]
[T —— & # N L - L] (3] LR " L T - -
i L}

T S " i B CELTERE IR B i 3 b ma L] nm (3] (R T T ] T
1 e 3 B 1 Ey e " - Ll b L B -] [ ] WIS 0 nim |

s ™ ™ " PRI £ B [} b £l - ~m e A i s L. B

. [T ——— = ] . AR P - 5 B £ 2w L] m rom R CIRE L L]

[ i e = (] § [FrFTET . i ] [ ] Bai L] Ll o - Em (LR fiam

= —a —

R RN R TR T T T e - [T Ay o b S R FEL e L e E——— L] o i i L EATF iR A difa

= — ——— — —




Myl 8

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGEKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi mengalami
beberapa tantangan sekaligus peluang vang bisa dicapai demi
tercapainya pelayanan vang baik terhadap masyarakat.
Adapun tantangan dan peluangnya adalah sebagai berikut ;

A. TANTANGAN

1.
2.

Memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat;
Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia;

3. Pembangunan perumahan dan permukiman yang merata di
scluruh wilayah kabupaten Ngawi;

4. Memaksimalkan sarana dan prasarana yvang tersedia;

5. Pengawasan dan pengendalian Perumahan dan Penatagunaan
pertanahan yang berwawasan lingkungan;

6. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan
permukiman yang berwawasan lingkungan;

7. Pemeratasn sarana dasar air bersih dan sanitasi di
masyarakat;

8. Pemberdayaan swadaya masyarakat mandiri;

B. PELUANG
1. Struktur organisasi yang baik dan formal;
2. Adanva sumber pembiayaan kepada Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permulkiman vang jelas;

. Kewenangan vang cukup di bidang perumahan rakyat dan

kawasan permukiman;

. Respon/minat masyarakat/pengguna jasa yang mendukung

program kegiatan;
Dukungan legislatif vang tinggi;

6. Kebutuhan infrastruktur yang terus bertambah;
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7. Adanya peraturan hukum yang mendukung program
kegiatan seperti undang-undang No.2 tentang pemerintah
daerah dan pemerintah dan Undang-undang No.25 tentang
pembagian keuangan antara pusat dan daerah;

B. Adanya peran serta masyarakat yang baik,

9. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar seperti air
bersih,sanitasi, permukiman dan lain lain;

10.Adanya dukungan dan komitmen yang tinggl terhadap
pembangunan oleh pemerintah daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERUMAHAN RAKYAT DAN

3.1

KAWASAN PERMUKIMAN

ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelavanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kab. Ngawi berkaitan dengan bidang -
bidang yang ada didalamnya antara lain bidang Perumahan
dan bidang Permukiman.

Bidang-bidang  tersebut  saling terkait dalam
pelaksanaannya vang memerlukan perencanaan yang matang,
terpadu dan komprehensil sehingga pada akhirnya terwujud
prasarana dan sarana Perumahan dan Permukiman sebagai
pendukung terbangunnya suatu kawasan yang tertata, nyaman
dan indah serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan
keterpaduan tersebut diperlukan tahapan mulai dan
perencanaan penataan ruang, pembangunan sarana dan
prasarana hingga pemanfaatannya. Semuanya diatur dan
diperhitungkan secara teknis agar tercapai kelayakan bagi
pihak yang memanfaatkan sarana prasarana tersebut dengan
tetap mengacu pada nilai-nilai sosial budaya yang ada dan
terus berkembang.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya, antara lain :

a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia vang memiliki
kemampuan teknis di Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Kualifikasi dan jumlahnya belum
sepenuhnya memenuhi kebutuhan sesuai dengan Tupoksi.
Fasilitas, sarana-prasarana kerja tenaga juga perlu dipenuhi
agar mobilitasnya bisa optimal untuk mendukung program
pembangunan yang tersebar di Kabupaten Ngawi.

b. Masih kurangnya koordinasi dan keefektifan
penvelenggaraan kegiatan untuk mengimbangi tuntutan
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5.
masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi
dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
Belum adanya rencana induk tentang air bersih
Belum lengkapnya basis data tentang air bersih

. Kurangnya data mengenai kawasan permukiman dan

perumahan

Masih banyak rumah tidak layak huni

Masih banyaknya permukiman kumuh

Belum terpenuhinya PSU yang layak

Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih penduduk
Pengolahan limbah domestik belum dilaksanakan secara
optimal

Masih banyaknya rumah tangga MBR vang menempati
rumah tidak layak huni

belum tersedianya tanah untuk kepentingan umum

. Kurangnya data atau informasi tentang peternakan

Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga
tumbuh Kawasan kumuh diperkotaan

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyal dan
Kawasan Permukiman Kab, Ngawi adalah :

1.

Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor di
Provinsi, Kabupaten /Kota dan swasta serta masyarakat.

. Ketergantungan Sumber Dana Alokasi Umum dan dana

Sektoral serta kemampuan pendanaan lokal yang masih
kurang mendukung pencapaian target dan sasaran.

Respon masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan
terutama dalam hal pengelolaan maupun pengembangan
masih kurang , kedepan perlu pembinaan agar dapat
memanfaatkan ateu mengelola dan mengembangkan dengan
baik. Partisipasi masyarakat dalam pembanguan juga masih
periu ditingkatkan untuk mengurangi beban pembiayaan yang
ditanggung oleh  Pemerintah  dalam  melaksanakan
pembangunan .
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4. Data yang ada baik data primer yang perhu dievaluasi maupun
data sekunder yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman maupun yvang ada di Intansi lain yang
tidak sinkron, kurang Up Date merupakan kendala dalam
penyvusunan program utamanva dalam penentuan sasaran
yvang tepat dan akurat.

Pemetaan Permasalahan Urusan Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman dapat disajikan dalam Tabel T-B.35

sebagal berikut :

Tabal T-B.35.

FPemetaan Permasalnban Urnsan Perumahan Bakyat Dan Kawasan permukimas
(Sesual Urosan yang dibldangl oleh Pemogkat Dasrah)

untuk kepentingan umum

gant rugi melekihi appraisal

NO MABALAH POKOK MABALAH AHAR MASALAH
1) (2} 31 ()
1 Balum terpenuhinyga Maslh banyak jalan akies Eurangnya pemeliharaan
PSLI yang layak wang rusak dan belum
memadal
2 Belum terpenuhinya PSU Masih banvak jalan akses Belum dilaksanakannya
vang layak yang rusak dan belum pembangunan jalan akees kawasan
memadal [strategls |
|Eurangnya koordinas lintas sekror
terkait jalan lingkungan
Masih kurangnya jumlah Kurangnya pemeliharaan dan =
drainase yang memadal realisasi pembangunan
a Belum terperuhinyga Masibh tingginya prosentase  [Belum tersedianya SPAM laringan
kebutuhan alr bersih pendudul yang belum Perpipaan di kawasan perdesaan dan
penduduk terlayanl air bersih dengan  |perkotaan, Belum optimalnya
kuantitas memadai dan pemanfaatan ldle capacity SPAM
kualitas yang baik yany sudah terbangun
4 Fengolahan limbah domestik |Ketersediaan sarana dan Rendahrya kesadaran masyarakat
belum dilaksanakan secara  |Prasarana pengolahan air terhadap PHBS, sarana prasarana yang
optimal limbah domestik belum tersedia belum sesval dengan standar
|mamadal bekniz, belum optimalnya pemafaatan
idle capacity sarana prasarana air
limbah domestik
5 Pendapatan rumah tangga MBER yang
Masih banyaknya rumah Wetidakrmampuan rumah masih di bawah UKIK
tangga MBR yang menempati tangga MER membangun
rumah tidak layak huni __|rumah yang layak huni R p—
& - belum tersedianya tanah Permilik tanah menghendak Meningkatnya harga tanah setiap tahun |
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3.2 Telanhan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.2.1, Visi Bupati Ngawi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di
Kabupaten Ngawi sccara sinergis, lerarah dan ferencana,
maka Visi Kabupaten Ngawi yang disampaikan oleh
Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2021 - 2026
adalah sebagal berikut.
"SEMESTA BERENCANA , TERWUJUDNYA MASYARAKAT
KABUPATEN NGAW]I YANG MANDIRI, BERAKHLAQ
MAKMUR DAN BERDAYA SAING BERBASIS AGROPOLITAN
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM BINGEKAI
NKRI"

Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa
Kesejahteraan masyarakat sejalan dengan pengembangan
pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya perlu didukung
adanya sarana dan prasarana dasar yang memadai, maka
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
telah berupaya dalam melaksanakan kegatan sesua
dengan tupoksinya, guna mewujudkan keinginan
program lima tahun ke depan itu yang orientasinya harus
sesual dengan Visi dan Misi Bupati. Sebagai daerah yang
sebagian wilayahnya adalah wilayah pertanian, maka
Kabupaten Ngawi berupaya untuk lebih meningkatkan
produksi Pertaniannya sehingga diharapkan bisa menjadi
lumbung padi bagi wilayah Ngawi dan sekitarnya dan
diharapkan juga bisa mencukupi kebutuhan akan bahan
pangan di Jawa Timur. Untuk itulah diharapkan adanya
peningkatan sarana dan prasarana khususnya dikawasan
Agropolitan.

3.2.2. Misi Bupati Ngawi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
khususnya Pasal 1, ayat (13) telah dinyatakan bahwa Misi
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adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya vang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata
lain, Misi adalah rumusan mengenai apa vang divakini
dapat dilakukan, Untuk mewujudkan visi yang di atas,
disusunlah 5 (Lima) Misi yang harus dilaksanakan
sebagai implementasi dan pelaksanaan Program Kinerja
Bupati untuk Lima Tahun kedepan, antara lain :
Misi Bupati ke — 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia
vang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan
terhadap akses pelavanan kepada masyarakat
Misi Bupati ke - 2 ; Mengembangkan Perckonomian
kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata,
berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan
berkelanjutan didukung riset dan teknologi
Bupati ke = 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas
aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan pnima
Misi Bupati ke — 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur guna
percepatan pembangunan yang berkesinambungan
Misi Bupati ke = 5 : Meningkatkan kondusifitas daerah
melalui pengembangan budaya lokal vang berdasarkan
keagamaan dan gotong royong
Dari Visi dan Misi diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman ikut mengampu misi :
Untuk mewujudkan wvisi misi di atas, ada misi
pendukung yang harus dilaksanakan sebagai implementasi
dari pelaksanaan Program Kinerja Bupati untuk Lima Tahun
kedepan, salah satu misi yang pencapaiannya melekat padsa
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ngawi yaitu tersirat pada misi yang ke empat :
Tujuannya yaitu : Meningkatkan kualitas dan pemerataan
Infrastruktur dasar
Sasarannya Yaitu :
1. Meningkatnya kualitas implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat

Dacrah
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2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan Infrastruktur
dasar

3. Terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk
mendukung pengembangan wilayah. Misi ini adalah misi
vang diusung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Penjelasan :

Dalam mewnjudkan infrastruktur yang memadai
untuk mendukung wilayah Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman secara tidak langsung ikut serta
dalam meningkatkan jumlah rumah layak huni, prasarana
dan sarana dasar air bersih.sanitasi permukiman yang
merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan sosial ekonominya vyang pada akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan
dasrah yang baik, bersih dan akuntabel. Tata kelola
pemerintahan yvang baik (good governance) sering diartikan
dengan terpenuhinya prinsip - prinsip, partisipasi
masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi,
kepedulian kepada stakeholders, berorientasi pada
konsensus, kesetaraan, efektifitas dan  efisiensi,
akuntabilitas dan visi strategis.

Penjelasan :

Infrastruktur merupakan salah satu komponen
penting untuk menunjang kegiatan perekonomian maupun
pembangunan Kabupaten Ngawi sehingga kualitasnya
harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas infrastruktur
meliputi  infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan,
perekonomian seperti pasar, fasilitas pelayanan publik, dan
infrastruktur lainnya. Namun dalam pemanfaatan
infrastruktur, pemerintah perlu memperhatikan daya
dukung lingkungan vang ada serta fungsi ruang sehingega
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tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan
pemanfaatan ruang Dalam mewujudkan pembaruan tata
kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan
publik yang baik, bersih dan akuntabel, ditetapkan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan
aktif di dalamnya karena dalam hal ini menyanghkut
pelayanan masvarakat, Standart Pelayanan Minimal
masyarakat diutamakan dan ditingkatkan secara
maksimal. Perangkat Daerah dan aparaturnya bertindak
profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi
vang didukung sistem informasi handal, dapat lebih
menjamin kinerja Perangnkat Daerah dalam meningkatkan
pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum,
transparansi dan akuntabilitas pubhk. Sumber daya
manusia dalam penvelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman harus memiliki tanggung jawab,
berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada
pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam
rangka mengemban visi dan misi organisasi, semuanya ini
yang dilalakukan dinas dalam mendukung kegiatan dan
programnya.
Program Unggulan kabupaten Ngawi yang berupa
peningkatan ketahanan pangan daerah dan peningkatan
produktifitas dan kualitas pertanian berbasis agropolitan.
Untuk mendukung program unggulan tersebut Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan  Permukiman
mencanangkan:
- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
- PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KUMUH
- PROGRAM FENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM (PSU)



-31-

- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR  LIMBAH

- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

- PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

- PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

3.3 Telaashan Renstra Kementenan/Lembaga dan Renstra SKPD
Provinsi Jawa Timur
3.3.1 Telahaan Rencana strategis Perangkat Daerah Provinsi

Jawa Timur

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan
vang diinginkan pada akhir periode perencanaan, vang
mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh
kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang
pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut
dan sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur
maka Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL,
SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIFATORIS
INKLUSIF MELALLII KERJA BERSAMA DAN
BERSEMANGAT GOTONG ROYONG *
Adapun makna dari Visi sebagai berikut .
Masyarakat sejahtera, yaitu terwujudnya masyarakat yang
telah terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa kecukupan
dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, lapangan
pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan
vang bersih, aman, dan nyaman.
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Pembangunan Bidang Keciptakaryasan vang lebih
berkembang, yvaitu Pembangunan bidang keciptakaryvaan
yang lebih menyeluruh menyvangkut aspek infrastruktur
permukiman dalam usaha meningkatkan kualitas hidup
masyarakat yang lebih baik, dengan mengembangkan
teknologi tepat guna yang mamah lingkungan wuntuk
mewujudkan  permukiman wyang  berkualitas dan
berkelanjutan

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Timur adalah:
ditempuh melalui 4 misi, yaitu :
Misi pertama : Mewujudkan keseimbangan pembangunan
ckonomi balk antar kelompok antar sector dan
keterhubungan wilavah.
Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui
peningkatan akses terhadap rumah yang layak huni dan
terjangkau, tcrutama bagl masyarakat berpenghasilan
rendah.
Misi kedua : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan
sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama Keschatan
dan Pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan
memperhatikan kelompok rentan.
Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui
peningkatan akses terhadap air minum dan peningkatan
penyehatan lingkungan seperti sanitasi, drainase, dan
persampahan.
Misi ketiga : tata Kelola pemerintahan vang bersih inovatif
terbuka partisipatoris memperkuat demokrasi
kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial vang
menhargal prinsip kebinekaan .
Misi ini untuk mewujudkan penataan ruang yang selaras
dengan  kelestarian  lingkungan  sekaligus praksis
pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan
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pembangunan kota vang berkelanjutan. Sehingga tercipta
tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi
masyarakat untuk jangka panjang.

Mist keempat : Melaksanakan pembangunan berdasarkan
semangat gotong rovong berwawasan lingkungan untuk
menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang
ckonomi, dan ruang budaya

3.4. Telahaan Rencana strategis Kementrian/Lembaga Dan rencana
strategis Perangkat daerah Provinsi
Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Ngawi
maka rencana strategis vang berkaitan adalah Rencana strategis
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk
mewujudkan pembangunan  visi  pembangunan nasional
tahun 2015-2019 menjadi Indonesia vang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian  berlandaskan  gotong royong — melalui
pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta
berkelanjutan, maka HKementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional
tersebutl ke dalam visi. misi, tujuan dan sasaran Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran,
tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan
pencapaian  pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan
permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi
lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan
pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2015 Oleh karena itu visi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tahun 2020-2025 adalah:
“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL UNTUK MENDUKUNG
INDONESIA SEJAHTERA 2025
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Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan
diwujudkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai
perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara
optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.
Adapun Misi Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2020 -2025
dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur adalah :

1

. Mewujudkan penataan ruang schagal acuan matra spesial dar

pembangunan nasional dan daerah seria keterpaduan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
berbasis penataan rueng dalam rangka pembangunan
berkelanjutan,

. Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Alam secara

efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan
berkelanjutan pemanfaatan Sumber Daya Alam serta
mengurangi resiko daya rusak air,

. Meningkatkan aksessibilitas dan mobilitas wilayah dengan

penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu, dan
berkelanjutan;

. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman vang layak

hum dan produktif melalu pembinaan dan fasilitasi
pengembangan infrastrukiur permukiman vang terpadu, andal,
dan berkelanjutan.

. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan

menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sector konstruksa,
Proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan
pelaku sector konstruksi tumbuh dan berkembang

.Menyelenggarakan penelitan dan pengembangan serta

penerapan : llmu Pengetahuan dan Teknologi, norma, standar,
pedoman manual, dan atau kntena pendukung infrastrulctur
PU dan Permukiman
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7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan
sumber daya yang akuntabel dan kompeten terintegrasi serta
inovatif§ dengan menecrapkan prinsip prinsip good governance.

B. Meminimalkan penvimpangan dan praktik praktik KKN
dilingkungan kementrian PU dengan meningkatkan kualitas
pemeriksaan dan pengawasan professional

Penjelasan :
Dari telahaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa visi dan misi
yvang hendak dicapai ada kesamaan tujuan dan sasaran dari mulai
visi misi Bupati Ngawi, visi misi Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur serta visi misi
dari Kementrian terkait dapat dijabarkan bahwa kesamaan tujuan
yvang hendak dicapai adalah pembangunan infrastruktur
permukiman dan perumahan rakvat untuk mendukung layanan
infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan
kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip
infrastruktur untuk semua serta pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum dan  perumahan rakyat secara terpadu dari
pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk
keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan
kawasan perdesaan, dimana di Kabupaten Ngawi mempunyai
keinginan bisa menjadi Barometer Jawa Timur.

3.4 Telaghan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup
strategs
Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
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Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan daerah, perlu
dilakukan upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
pemanfaatan ruang yvang lebih baik agar seluruh pikiran dan
sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya
guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai
maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian
pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial
dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana,
rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesual dengan
kemampuan dava dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang
memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap
pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan letap
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan
hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu,
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan matra spasial dalam
pembangunan daerah yang mencakup pemanfaatan sumber daya
alam yvang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat
dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

Rencana Tata Ruang Wilayah memadukan dan menyerasikan tata
guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber
daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang
harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan
perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui
pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam
dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan
penataan ruang wilayah kabupaten yvang diterjemahkan dalam
kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola
ruang wilayah kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten
mencakup sistem pusat perkotaan, dan sistem jaringan prasarana
wilyah. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung
dan kawasan budidaya
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Selain itu, juga menetapkan kawasan strategis kabupaten; arahan
pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama
jangka menengah lima tabhunan; serta arahan pengendalian
pemanfaatan ruang yang terdmri atas indikasi arahan peraturan
zonasi, argehan perizinan, arahan msentf dan disnsentif, dan
arahan sanksi.

Pasal 18

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut Sistem
Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sistem fisik
{teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Air
minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi svarat
kesehatan dan dapat langsung diminum, 85 Sistem Penvediaan Air
Minum dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan
dan/atau bukan jaringan perpipaan. Sistem Penyediaan Air Minum
dengan jaringan perpipaan dapat meliputi : unit air baku, unit
produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
Sistemn Penyediaan Air Minum bukan jaringan perpipaan dapat
meliputi : sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak
penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air
kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

Pasal 19

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah seperangkat bangunan
yvang digunakan untuk mengolah lumpur tinja yang berasal dari
suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual
maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja

Limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan
konsentrasinya mengandung zat vang beracun dan berbahaya
schingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak
lingkungan, mengganggu  kesehatan, dan  mengancam
kelangsungan hidup manusia serta organisme lainya.

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf £ meliputi;
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Sistem penyediaan air minum;
Sistem pengelolaan limbah;
Sistem jaringan persampahan wilayah;
Sistem jaringan cvakuasi bencana; dan
Sistem jaringan drainase.

Pasal 18

(1)

(2}

(3]

Sistem penyediaan air minum sebagaimana pada Pasal 17

huruf a, meliputi:

a. jaringan perpipaan; dan

b. jaringan non perpipaan.

Sistemn penyediaan air minum jaringan perpipaan schagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jariangan air
baku untuk kebutuhan industri;

b. pengembangan sistem pelayanan jaringan perpipaan;

c. pengembangan sistem air baku jaringan perpipaan meliputi:
sumur IKK Kwadungan; sumur IKK Kedunggalar; mata air
Tronggol IKK Jogorogo; mata air Yuyu Rumpung IKK Padas;
Sumur Sembung IKK Karangiati, Sumur Karangjati IKK
Karangjati; mata air Ngudal [KK Ngawi; Sumur Karangasri
KK Ngawi; dan Sumur Nglarangan TKK Ngawi; dan

Pengembangan sistem penyediaan air minum non perpipaan

terlindungi yang dilakukan secara individu oleh masyarakat

pada lokasi yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum.

Pasal 19
Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 huruf b, meliput: :

.

pembangunan dan pengembangan instalasi pengolahan air
limbah terpusat berskala komunitas untuk wilayah yang tidak
terlayani instalasi pengolahan air limbah terpusat berskala kota
di seluruh kabupaten;

pembangunan dan pengembangan instalasi pengolahan lumpur
tinja di Kecamatan Pitu;
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c. pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah
B3 dengan sistem secure landfill yang melayani wilayah
kabupaten di Kecamatan Widodaren dan Kccamatan
Karanganyar; dan

d. pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah
dan limbah B3.

Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan
permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam
masyarakat Indonesia, perumahan  beserta  prasarana
pendukungnya merupakan pencerminan dari jati din manusia,
baik sccara perscorangan maupun dalam suatu kesatuan dan
kebersamaan serta keserasian dengan lingkungan sekitarmya.
Perumahan dan permukiman juga mempunyal peranan yang
sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian
bangsa schingga perlu dibina dan dikembangkan dem
kelangsungan serta peningkatan kehidupan dan penghidupan
masyarakat. Perumahan dan permukiman selain berfungs: sebaga:
wadah pengembangan sumber daya manusia dan pengejawantahan
dari lingkungan sosial yang tertib, juga merupakan kontribusi bag
pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri perumahan sebagai
penyvedia lapangan kerja serta pendorong pembentukan modal vang
besar, Melalui peningkatan serta pemenuhan kebutuhan akan
perumahan dan permukiman, diharapkan masvarakat dapat
meningkatkan produktivitas, berperan serta secara aktif dalam
pembangunan, dan mampu meningkatkan pemupukan modal bagi
pembangunan selanjutnya.

Faktor - faktor penghambat :

- Masih banvak jalan akses yang rusak dan belum memadai

- Masih kurangnya jumlah drainase yang memadai

- Masih tingginya prosentase penduduk yang belum terlayani air
bersih dengan kuantitas memadai dan kualitas yang baik

- Ketidakmampuan rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan
Rendah membangun rumah yang layak huni
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Pemilik tanah menghendaki ganti rugi melebihi appraisal

Faktor pendorong :

Peningkatan/Pemeliharaan jalan lingkungan

Pembangunan jalan akses kawasan strategis

meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan drainase
lingkungan

Pembangunan, Peningkatan dan perluasan Sistem Penyediaan Air
Minum Jaringan Perdesaan dan Perkotaan

- Pemmbangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

dan Sistemm Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat,
Optimalisasi pelayanan Sistemn Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sctemnpat dan Sistem Pengeleolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Memfasilitasi pembangunan Rumah Layak Huni bagi rumah
tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan

Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman kabupaten Ngawi mencakup Bidang

Kesekretariatan, Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman,
seria Unit Pelaksana Teknis Dinas. Adapun isu - isu strategis
vang dihadapi Perangkat Daerah Dinas Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman kabupaten Ngawi
antara lain :

1.

2.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peningkatan
kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman.
Terdapatnya daerah daerah yang kondisi tanahnya labil,
terutama daerah pedesaan, schingga menyebabkan sering
rusaknya infrastrukrur jalan poros desa yang berdampak pada
tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan lambatnya arus
transportasi antar desa.

Meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan
peningkatan jumlah kebutuhan air bersih dan peningkatan
limbah dasar.
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Menurunnya angka kesehatan masyarakat karena sarana
dan prasarana air imbah yang kurang memadai, sepert
kondisi septitanck rumah tangga vang tidak layak
menyebabkan pencemaran air tanah dan berdampak pada
menurunnyva kesehatan masyarakat.

Kurang memadainya infrastruktur drainase di kawasan
permukiman vang terindikasi tlerjadinya genangan dan
memberikan kontribusi terjadinya banjir.

Meningkatkan jumlah PSU di lingkungan perumahan dan
permukiman

Belum optimalnya penataan prasarana sarana dan utilitas
LEmium

Masih tingginva angka stunting di Kabupaten Ngawi,
Meningkatnya angka kekeringan, serta masih tngginya
penduduk vang belum terlayani Sistem Penyediaan Air Minum
Masih tingginya angka stunting Kab. Ngawi, Belum
terkelolanva limbah domestik, Masih terdapat beberapa
kawasan kumuh

Meningkatkan jumlah rumah layak huni yang ditempati oleh
rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Belum optimalnya tata letak pertanahan

Dari penjelasan diatas maka beberapa hal yang perlu ditekankan
sebagai bahan kebijakan utama pembangunan 5 (lima) tahun ke
depan Dimas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
kabupaten Ngawi dapat diuraikan sebagai berikut :

Penguatan struktur perumahan rmakyat dan kawasan
permukiman yang selaras dan seimbang
Pengembangan kemandirian dalam memenuhi sarana dan
prasarana dasar lingkungan permukiman
Peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia.
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BARB IV
TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGEKAT
DAERAH

Disusunnya rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026
adalah sebagai acuan untuk satu kesamaan pemahaman dan
bahasa bagi sctap kegiatan operasional maupun administrasi,
agar tercapai kelancaran dan keterpaduan tindakan nyata dalam
jangka wakitu tertentu guna mencapai sasaran, tujuan, visi dan
misi. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah rencana
strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ngawi sesual dengan beban tugas yang telah
ditetapkan dengan indikator kinerjanya.

Tujuan yvang hendak dicapai pada jangka menengah Perangkat
Daerah adalah Meningkatkan kualitas  infrastruktur vang
berkelanjutan untuk memberikan akses vang optimal terhadap
pembangunan wilayah. Peningkatan sarana dan prasarana
mfrastruktur diberbagai wilayah diutamakan wilayah agropolitan
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi pelayanan
masyvarakat berupa akses air minum sanitasi dan pelayanan PSU.
Sasaran yang hendak dicapal pada jangka menengah PD adalah

1. Meningkatnya kualitas implementas: Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah, dengan indikator
keberhasilan: Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan Peranghkat Daerah;

2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan Infrastruktur dasar.

3. Terpenuhinya segala aspek kebutuhan kehidupan masyarakat
dengan sarana infrastruktur yang memadai sehingga tercipta
kehidupan vang sejahtera dan tingkat pertumbuhan ekonomi
yang meningkat.
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Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah rencana strategis
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
sesuai dengan beban tugas vang telah ditetapkan dengan
indikator kinerjanya yang ditampilkan dalam T-C.25 sebagai
berikut :
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Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangks Menengeh Pelayanan Perangkst Daerah

TARGET KINERJA TUJUAN/ BASBARAN

[NDIEATOR INDIKATOR
NO TUJUAN PADA TAHUN KE-
TUJUAN Wa——— TUJUAN/SASARAN
2033 2023 2024 s 2026
i1 i2) L 4 (5] {6) {7 18 (i
1 Meningkatkan kuslitay |Persentose [
dan pemerataan Pemukiman yang
Wnfraitralktur demi s e Aion T321% T4 5% T5.9% T6.9% T7.8%
I
Meningkatnya kualitas  |Milai LHE AKIP Peranghat dasrah
implementasi SAKIP |
Peranghat Dasrah B4.15% B4.25% B4, 30% B4.50% B4 70%
Meningkatnya kualitas |Cakupan Permikiman Yang
dan pemerataan Sehat dan Aman yang didukurg |
Infrastruktur dasar dengan PSU Blom B17% E2.4% Bii% B3.5%
Persentase tamah untuk
kepentingan umum tanpsa &7 .00 4%.23% TO59%, T1a¥% TL.00%
kendala/ permasalahan
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

Untuk mewujudkan misi ke 4 (empat) Meningkatkan kualitas
infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
maka dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Perumahan rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi ;

2. Meninghkatkan pelayanan sarana dan prasarana pada masyarakat yang
berpenhasilan rendah

3. Mengembangkan sarana dan prasarana vang menyangkut pelayanan
dasar

4. Meningkatkan pemanfaatan pembangunan infrastruktur

5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sosialisasi sanitasi dan air

minum aman

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai (ujuan atau mengatasi
persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro
dibandingkan dengan “teknik® yang lebih sempit, dan merupakan
rangkaian kebijakan. Sehingga strategi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang merupakan cara mencapai
tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan
program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil dan
digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu
sasaran. Oleh karena itu, kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang merupakan ketentuan-
ketentuan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,
tujuan serta visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi, Adapun rumusan strategis dan kebijakan
dinyatakan dalam tabel T-C.26
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Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Eebijakan

berbass agropolitan dengan semangat gotong royong dalam binghai NKRI

VIS  : Terwujudnys masyarakat kabupaten Ngawi yang mandiri berakhlag, makmur dan berdaya sang

| I

| Tuyuan Sesdran Sirateg He bipakan
Meningkatian kusitas | Meningiatnya kualita: dan Menmngkathan kuafitas dan |Mewujudkan sistem dramase,
infrastrudur yang pemeratain lefrastruitue dasar | nemeratean infrastrubtur  |Jalan, Sanitasi, dan Air Minum
berkalanjutan dasar melaki secarn terpadu,
peninghkatan pengadaan
dan pemehharaan
|mfrastruktur, . ———
Meningkatkan layonan sertifikat
gratis kepada masyarakat
Penetapan Kawasan Strategs
Cepat Tumbuh
Penpgembangan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh
Kawnasan Straicgs
Fasiliizs Baniuan Stimulan
Pembinasn Penatagunean
Perfanahan
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Secara umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi mempunyai tugas pokok dan fungsi
sebagai Instansi yang memfasilitasi, menyiapkan bahan-bahan
pertimbangan dalam rangka Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam hal perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Sebagai tolok
ukur keberhasilan tugas-tugas tersebut dapat dilihat dari Input , OQutput,
Outcome sedangkan pada pengukuran kinerja difokuskan pada
pengukuran Output dan OQutcome.

Rencana program Satuan Kerja Perangkat Daerah vang telah di
sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten Ngawi merupakan upaya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam pencapaian tujuan dan sasarannya. Dalam programnya untuk
mendukung perkembangan sektor-sektor potensial serta untuk
mewujudkan infrastruktur yang memadai dalam pengembangan wilayah,
maka perlu penyediaan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakatl lerutama
sebagai modal dasar memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara
kelompok masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah
merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
sosial ekonominya., Pengembangan sarana dan prasarana dasar lainnya
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.
A. Program dan Kegiatan
Program merupakan penjabaran rinci kebijakan yang

menguraikan langkah-langkah yang periu diambil dalam upaya
mewujudkan dan melaksanakan strategi. Program-program yang
dilaksanakan Dinas Perumahan rakyat Dan Kawasan Permukiman
meliputi
- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
- PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
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- PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM

- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH

- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

- PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN SANTUNAN TANAH

UNTUK PEMBANGUNAN
- PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

B.Indikator Kinerja
Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perumahan rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi bertujuan untuk memberikan gambaran
ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sasaran Dinas Perumahan
rakyvat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi selama 5 (lima)
tahun kedepan. Hal ini ditunjukan dari akumulesi capaian indikator
sctiap tahunnnya.

C.Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Perumahan rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi adalah
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ngawi, pemerintah dan masyarakat.
Sedangkan pendanaan indikatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ngawi, Rencana Program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan Tahun 2021 - 2026

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana digambarkan dalam tabel
di bawah ini:
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan vang
cfektif, transparan, akuntable dan berorientasi kepada hasil, Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi,
merupakan [khtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada
Tahun 2026. -

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak
ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar pecnilaian dalam
evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Dalam hal program dan kegiatan
telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan
disinkronkan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Ngawi. Target
capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara umum dalam
penyelenggaraan bidang urusan disajikan sebagaimana tabel T-C.28.
berikut:

Tubel T.C.28,
Indikator Kinerjs Perungint Dacrah yang Mengucu pads Tujuan dan Ssssran RPJMD

Koodis Rinerja ;
pads nwal periode i e T |
RPJMD P m Ht;
Ko Indikmior [ 4T
ot pariode
Tabun O Tabmn 1 | Tabnm 3 Tabes 3 | Tabosn 4 | Taboa B ERIMD
. — [2032) | (2033)  (2024) | (2025) | [2026) |
[ 1] [3] 13 4 i E | in 18 b
1 NSl LFE NP Perangirt deerah 43.7% 84,155 | R4S | Bas0% | B4.50% | maTom | meom
2 |Cakupae Permukiman Yeng T5% =
{Seb. dan Asn yang dxdulomg Bl0% | BLT® | BZ4% | B3i% | 838% | 83w
|dengan FU |
1 |Persentase tanah untuk
'kepeatingan urum tanpe L 0% | % | roues | 7L | 7isow T2.00%
_ |kenduln) permasalshan |




BAB VIII
PENUTUP

Kaidah-kaidah pelaksanaan :

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 memuat hasil yang
ingin dicapai selama lima tahun vang tercermin dalam sasaran dan
indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana
Kinerja tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja dipilih
sasaran vyang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan
memperhatikan permasalahan kabaputen maupun isu Strategis yang
ada.

Rencana tindak lanjut :

Rencana Strategis yang telah disusun im diharapkan
bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakcholders dalam
pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan
dalam bidang perumahan dan permukiman.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ngawi akan berjalan dan berhasil dengan bhaik
apabila didukung dengan persepsi dan langkah vang sama oleh seluruh
aparat dan instansi terkait dengan mengikutsertakan secara langsung
peran aktif pihak swasta dan masyarakat.

Demikian Rencana Straicgis Dinas Perumahan Rakyal dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi ini dibuat, semoga bermanfaat
dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten
Ngawi.




